ABSTRAK

Negara Indonesia pada tahun 2020 telah melakukan eksekusi pidana mati
dengan cara ditembak sebanyak 117 vonis pidana mati. Pidana mati merupakan
salah satu cara efektif untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan pidana, namun
tetap saja ada anggapan eksekusi terpidana mati dengan cara ditembak merupakan
cara-cara tidak manusiawi karena menimbulkan dampak rasa sakit yang luar biasa
terhadap terpidana sebelum datangnya kematian dan cenderung bertentangan
dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk perlu
ditemukan adanya formula eksekusi hukuman mati yang dinilai manusiawi melalui
pengurangan rasa sakit terhadap terdakwa pidana mati sehingga dinilai tidak
bertentangan hak asasi manusia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini
yaitu pertama membahas pengaturan hukuman mati bagi terpidana mati menurut
hukum Indonesia dan kedua pelaksanaan hukuman mati bagi para terpidana mati
yang dapat dipandang lebih manusiawi dan mereduksi pelanggaran HAM. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian hukum
normatif yang dilakukan dengan cara menggambarkan legitimasi asas dan teori
hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, jenis data yang
dikumpulkan oleh penulis terdiri dari data yang bersifat sekunder. Data yang telah
dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data
yang sudah terkumpul. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertama secara
normatif eksekusi terpidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak
sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Kedua hukuman mati bagi
para terpidana mati yang dapat dipandang lebih manusiawi dan mereduksi
pelanggaran HAM vyaitu dengan memberikan pilihan metode eksekusi kepada
terpidana mati dengan cara suntik mati atau tembak mati.
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ABSTRACT

The State of Indonesia in 2020 carried out executions of the death penalty
by shooting as many as 117 death penalty sentences. The death penalty is one of the
effective ways to prevent the occurrence of a criminal act, but there is still an
assumption that the execution of a death row inmate by shooting is an inhumane
method because it causes extreme pain to the convict before death and tends to
contradict Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. It is necessary to find a
formula for the execution of the death penalty which is considered humane through
reducing pain for the defendants of the death penalty so that it is considered not
contrary to human rights. The problems raised in this study are first to discuss the
regulation of death penalty for death row inmates according to Indonesian law and
secondly the implementation of death penalty for death row inmates which can be
seen as more humane and reduce human rights violations. The method used in this
research is a normative legal research method which is carried out by describing the
legitimacy of legal principles and theories in accordance with applicable regulations.
In this study, the type of data collected by the author consists of secondary data. The
data that has been collected is then analyzed descriptively qualitatively, namely
analyzing the data that has been collected. The results of the study show that firstly,
normatively executions of death row inmates in Indonesia are carried out by shooting
as per the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 12 of
2010 concerning Procedures for the Implementation of the Death Penalty. Second, the
death penalty for death row convicts that can be seen as more humane and reduces
human rights violations is by giving the death row convict a choice of execution
method by lethal injection or shooting.
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